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SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

~Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG -

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a.

TAHUN ANGGARAN 2012

PENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 Ayat (4) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah  sebagimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat
(DPRD) bersama Bupati K‘édiri telah menyempurnakan
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2017 sesuq] dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :
188/185.K/KPT1S/013/2011 fentang Hasil Evaluas; Rancangan
Peraturan Daerah Kabupatgen Kediri tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan
Rancangan Peraturan bupati Kediri tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatlan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012:

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dilakukan ogdr Peraturan Daerah tentang APBD
Tohun‘ Anggaran 2012 fidak bertentangan dengan

Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2012,

Pasal 18 Ayat (§) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Inclonesia Tahun 1945:

UH(iv(m{l'UH(J('H\Q Nomor 12  Tahun 1930 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur‘ sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1945 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undong-Undong. Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Unclang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Ndmor 105, Tambahan Lembaran
Nega:a Pepublik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 385] );



6.

(9]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Norﬁor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); ,

Undang-Undang  Nomor ] Tahun 2004  tentang
Perbendaharcan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); *
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kevuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiq Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
bebeiur ~ kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004_Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
mdonesia Nomor 4846)

'



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Maijelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Dderah dan Dewan Perwakilan Rakyai Daerah
(Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negé?o Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesiq Nomor 5049);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundong-undongon (Lembaran
Negara Republik Indonesiqa Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan  Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lemboron Negara Repubilik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengendalian Jumlah Kumulatif  Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sertq Jumlah Kumulatif
Pinjoman  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesiqg Tahun 2003 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4287);

Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan  Protokoler dan  Keuangan Pimpinan dan
Anggola Dewan Pervyokilcm Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesig Nomor  441¢)
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesiq Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesig Nomor 4712)

’



20.

21.

22.

23

24,

25

26.

Peraturan  Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Neg‘oro Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar  Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan  Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraluran  Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndoneéio Nomor 4575);

Peraiuran  Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem  Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan  Pemerintah Nomcr 57 Tahun 2005 tentang
Hibah “~pada Daergh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesiqg Nomor 4578);

Peraturan Pemerinfothomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585)

’



27.

28.

29.

30.

32.

Peraturan  Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerimohon@oeroh (Lembaran Negara Republik Indonesia
fahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelapuic Keuangan dan Kinerja Instansi  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OQ_<_S Nomor 25,
Tambahan embaran Negara Rewublik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan  antarg Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kotag (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor &9 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesig Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Keputusan Presiden Norﬁor 42 Tohun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negcra Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4418);



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

417,

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengaw Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 20171;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-340 Tahun 1981
fentang  Program Pembinaan Anggaran Daerah dan
Pengendalian Kredit Anggaran;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985
tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Duerah Hasil
Pajak Bumi dan Bangunan;

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005
tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimang beberapa  kali diubah ‘ferokhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri.Nomor 21 Tahun 20] 1;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2012;

Peraluran  Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2077
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosiql
Yang Bersumber Dar Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Preduk Hukum Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004
fentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kediri (Lembaran Doer_oh Kabupaten Kedir; Tahun 2004
Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 13 Seri E) sebagaimanag beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor
I'T Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2007 Noior I'l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 32)

1]



42. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10  Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015(
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2011

tentang Investasi Pemerintah Daerah:

' Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan |

BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG ANGGARAN
' PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012,

Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai
berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.420.113.282.437,43
2. Belanja Daerah Rp. 1.552.078.012.232,43
(Defisit) Rp. (131.964.729.795,00)
3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp. 139.806.226.495,00
b. Pengeluaran Rp.. 7.841.496.700,00
Pembiayaan Neto . Rp. 131.964.729.795,00

Sisa.Lebih Pembiayaan tahun berkenaan Rp. 0,00



Pasal 2

(1) Pendapatan Daciah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdir

dari ;. ~

a.
o.

C.

Pendapatan Asli-Daerah Rp. 83.051.911.372,00
Dana Perimbangan Rp. 1.118.765.469.991,43
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  Rp. 218.295.901.074,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan :

a.
b.

C.

~ d.

Pajak Daerah sejumliah Rp. 29.909.566.000,00
Retribusi Daerah sejumlah Rp. 14.869.949.205,00

Hasil  Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  sejumlah
Rp.4.097.283.730,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 34.175.112.437,00

{3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan

a.
“b.

Er:

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumiah Rp. 91.175.704.991,43
Dana Alokasi Umunry sejumlah Rp. 925.532.895.000,00
Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 102.056.870.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurut ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

o}
o}
C.

Hibah sejumlah Rp. 0,00
Dana Darurat sejumiah Rp. 0,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah

Rp. 68.170.363.274,00

. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 150.065.537.800,00

e. Banfuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

sejumlah Rp. 0,00

Pendapatan Lain-lain sejumlah Rp. 60.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 950.901.028.085,43
b. Belanja Langsung sejumiah Rp. 601.176.984.147,00
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(2) Belanja Tidak Langsung scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja ,
a. Belanja Pegawai sejumiah Rp. 844.727.506.585,43
Belanja Bunga sejumlah RB: 790.850.000,00
Belanja Subsidi sejumiah Rp. 0,00
Belanja Hibah sejumiah Rp. 25.512.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 17.718.530.000,00
Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 5.705.195.500,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 53.446.746.000,00 -
h. Belanja Tidak Terduga sejumliah Rp. 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
Jenis belanja :

~ 0 0 0 O

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 51.288.700.325,00

- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 237.905.041.242.00
e C. Belanja Modal sejumlah Rp. 311.983.242.580,00

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri
dari :
qQ. éenerimoon sejumlah Rp. 139.806.224.495,00

b. Pengeluaran sejun.a Rp. 7.841.496.700,00
(2) Penerimaan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarar Sebelumnya (SILPA)
£~ sejumlah Rp. 134.387.120.057,32

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
C. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjoman Daerah sejumlah Rp. 0,00
€. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumiah Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumiah Rp. 5.419.106.437,68
(3) Pengeluaran sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
pembiayaan :

a. Pembeniukan Dang Cadangan sejumliah Rp. 0,00

b. Penyertaan  Modal (investasi)  Pemerintah Daerah  sejumlah Rp.
750.000.000.00

C. Pembayaran Pokok Utary sejumlah Rp. 1.1 75.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00



"

e. Pengembalian Pembicyaan sejumiah Rp. 0,00

f. Pembayaran Utang/Kewajiban  kepada  Pihak Ketiga  sejumlah

RP.5.916.496.700.00

~

Pasal 5

Urgian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1,

terdiri dari:

1. Lampiran |

2. Lampiran |l
3. Lampiran Il
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6.  Lampiran VI
7. Lampiran VI
8. Lampircin Vil
9. Lampiran IX
10. Lampiran X
11, Lampiran X|
12. Lampiran XI|

fercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang

Ringkasan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012:

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun
Anagaran 2012;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Urusan

menurut Pemerintahan

Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran

2012:

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012:

Rekapitulasi

Belanja Daerah  untuk

Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun

Anggaran 2012;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
Tahun Anggaran 2012;

Dafiar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2012; dan

Dadlen Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran
20172;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah Tahun Anggaran 2012
Daftar  Perkiraan Pénombohon dan Pengurangan Aset
Lainnya Tahun Anggaran 2012:

Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran  Sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
Tahun Anggaran ini:

Daltar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2012; dan



13. Lampiran X111 - Daftar - Pinjaman Daerah  dan Obligasi Daerah Tahun
Anggaran 2012.
.

Pasal 6

Propinsi Jawa Timur akibat dinamikg perkembangan yang terjadi dan agar
Bupati dapat menangani permasalahan/melaksanakan kegiatan tersebut,

kategori keadaan darurat dan/atac mendesak lainnya yang belum cukup
tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD atay Perubahan APBD.
(2) Kriteria sebagaima dimaksud pPada ayat (1) sebagai berikut
Q. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang:;
C. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah:
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pPemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat:
e. ‘ program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam fahun anggaran berjalan; dan
f.  keperiuan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(3) Antisipasi pPerubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
PN a. Yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada
Perubahan APRD:

b. Yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selanjutnya disampaikan
Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). _

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
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Agar setiap orang mengelahvinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan
Kediri.

"\

7\ Diundangkan di  Kediiri
padatanggal 28 - 12 - 201

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KARUPATEN KEDIRI
TAHUN 2011 NOMOR 15

penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditelapkan  di Kediri
pada tanggal 28 - 12 -2011
BUPATI KEDIR],
TTD. N

HARYANTI SUTRISNO

Disalin sesuai dengan aslinya
aan. BUPATI KEDIR!

SEKRETéﬁ?zRAH

SUPOYO

_,_..---""_'_-—-_-_-__—‘__———_‘—'L'"‘———-.
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‘ RINCKASAN APBD

' TANGGAL : 28 - 12 - 2011
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012
“URAIAN JUMLAH
1 2 3
1 PENDAPATAN 1.420.113.282.437,43J
1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAM 83.051.911.372,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Darrah 29.909.566.000,00
1.1.2 | Hasil Retribusi Dacrah 14.869.949.205,00
1ak:3 ' Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah yang Dipisahkan 4.')97.283.730,00‘
Fiodoma Lain-lain Pendapatan Adli Dacrah yang Sah e 31.175.112.437,60
| L DANA PERIMBANGAN 1.118.765.469.991,43
1.2 1 Bagi Hast Ponaked ot Bokan oy G91.175.704,991,43
1. ) Dana Alokase Lingm | 925.532.895.000,00
1.2 % Dita Alokas) b [ 102.056.870.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 218.295.901.074,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pairk dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 68.170.363.274,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 150.065.537.800,00
1.3.6 Pendapatan Lain-lain 60.000.000,00
—

12 BELANJA ].,552.0}’8,'012.232,43iE
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 950.901.028.085,43 |
2.1.1 Belanja Pegawai 844.?27,506.585,43;
2.1.2 Belanja Bunga 796.850.000,00 |
2.1.4 Belanja Hibah 25.512.200.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosi! 17.718.530.000,00|
21.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pihak lainnya 5.705.195.500,00|,I

|
2.1.7 " Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan 53.446‘746.000,00|
Partai Politik |
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 |
2.2 BELANJA LANGSUNG 601.176.984.147,00 |
2.2.1 | Belanja Pegawan 51.288.700.325,00!
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 237.905.041.242,00 |
2.2.3 [ Belanja Modal 311.983.242.580,00
|

SURPLUS / (DEFISIT) (131.964.729.795,00) !

3 | PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 J PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 139.806.226.495,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tohun Anggaran Scbelumnya 134.387.120.057,32
3.1.6 Penerimaan Piutang Dacrah 5.419.106.437,68
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7.841.496.700,00 |
3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Dacrah 750.000.000,00
3.2.3 Penbuyaran Pokok Utang 1.175.000.000,00_
3.2.0 Pembayaran Utang/Kevasiban kepada Pihak Keliga 5.916.196.700,00

PEMBIAYAAN NETTO  131.964.729.795,00
PISA LTSI PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00,
Disalin sesuai dengan aslinya BUPATI KEDIRI
O BUPATIREDIRI
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